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BAB |
PENDAHULUAN

Pengawasan adalah merupakan salah satu fungsi pokok menajemen untuk
menjaga dan mengendalikan, agar tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan
sebagaimana mestinya, sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang
dirubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah meletakkan dasar
kebijakan, bahwa segala urusan mengenai peradilan agama, pengawasan
tertinggi baik menyangkut teknis yustisial, organisasi, administrasi dan finansial
berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung RI. Sedangkan untuk menjaga dan
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan
eksternal sebagaimana tersebut pada Pasal 12 huruf (D) Undang-undang Nomor
50 Tahun 2009, dilakukan oleh Komisi Yudisial.

Pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing Hakim Tinggi Pembina
dan Pengawas Daerah (HATIBINWASDA) pada Pengadilan Tinggi Agama DKI
Jakarta tahun anggaran 2018, meliputi bidang-bidang sesuai Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Tinggi Agama DK! Jakarta Nomor W9-A/884/PS.01/5/2018
tanggal 15 Mei 2018, dengan berpedoman dalam rumusan yang terdapat dalam
buku IV dengan melalui KMA/O80/SK/NVIII/2006 yang disempurnakan oleh
KMA/145/V11i/2007 tanggal 29 Agustus 2007, buku IV tersebut dijadikan pedoman
dalam pengawasan, baik pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI, oleh pengadilan tingkat banding maupun oleh pengadilan
tingkat pertama, dalam hal ini pengawasan dilakukan oleh Pengadilan Tinggi
Agama DKI Jakarta di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

A. Dasar Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas
Daerah di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, adalah berdasarkan:

1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor W9-
A/8B4/PS.01/5/2018 tanggal 15 Mei 2018, Tentang Penunjukan Tim Hakim
Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah Di Lingkungan Pengadilan Tinggi
Agama DKl Jakarta;

2. Surat Tugas Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor
WS-A/1430/PS.01/8/2018 tanggal 28 Agustus 2018;
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B. Ruang Lingkup Pengawasan

A. Manajemen Peradilan

B. Pelayanan Publik

C. Administrasi Perkara (Pola Bindalmin)

D. Administrasi Persidangan dan Teknik Yustisial
E. Sistim Informasi Penelusura Perkara

F. Kepegawaian

G. Perencanaan, IT dan Pelaporan

H. Umum dan Keuangan

C. Tujuan Pembinaan dan Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Tinggi Pembina dan

Pengawas Daerah, dimaksudkan untuk hal-hal sebagai berikut:

1.

Untuk mengetahui sejauh mana penyelenggaraan manajemen peradilan,
administrasi perkara, administrasi persidangan/teknik yustisial, pelayanan
publik, termasuk di dalamnya SIPP, “administrasi umum yang meliputi
kepegawaian dan ortala, perencanaan, IT dan pelaporan, dan umum dan
keuangan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, apakah sudah sesuai
dengan Buku IV Mahkamah Agung RI tahun 2009 yang dijadikan pedoman
dalam pembinaan dan pengawasan atau belum.

. Untuk melakukan controling terhadap program kerja yang sedang berjalan,

sehingga apabila ada ketidaksesuaian antara program kerja dengan aturan
yang ada, segera diadakan perbaikan dan pelurusan.

. Untuk mengevaluasi dan membina, agar aparat Pengadilan Agama Jakarta

Pusat tetap termotivasi dalam melaksanakan tugas dengan penuh rasa
tanggung jawab.

D. Metode Pengawasan

Untuk mendapatkan hasil yang valid dan akurat, dalam melaksanakan

pembinaan dan pengawasan ini, Tim menggunakan metode:

i

Teknik Pengumpulan Data.

Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Wawancara (interview), yaitu suatu metode pengumpulan data dengan
melakukan pertanyaan/wawancara yang diajukan kepada responden
untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan masalah yang
akan diperiksa, karena wawancara  adalah sebagai tehnik/alat
pengambilan data primer. Dalam hal ini digunakan bentuk pertanyaan/
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wawancara tidak terstruktur, yaitu dengan pedoman pertanyaan/
wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan
kepada pejabat yang berwenang dengan interview kepada personil
yang memegang posisi tertentu, seperti kepada ketua, para hakim,
panitera dan sekretaris, wakil sekretaris, bendahara serta pihak-pihak
lain yang terkait.

b. Studi Dokumentasi, metode ini digunakan untuk memperoleh data
skunder dengan cara:

1) Pengisian instrument pemeriksaan sebagaimana diatur dalam buku
IV tentang Tatalaksana Pengawasan Peradilan oleh Mahkamah
Agung RI.

2) Pemeriksaan pada dokumen-dokumen antara lain register-register,
laporan-laporan perkara bulanan maupun tahunan, buku-buku
kendali, buku bantu dan lain-lain.

3) Dengan melakukan eksaminasi, dalam melaksanakan eksaminasi
ini berkas perkara yang diperiksa berjumlah 10 perkara, dipilih
secara acak;

2. Teknik Analisis Data
Karena data yang diperoleh adalah berupa data kualitatif, maka teknik
analisis data yang digunakan dalam pengawasan adalah tehnik analisis
deskriptif kualitatif.

. Jangka Waktu Pelaksanaan

Berdasarkan Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
Nomor W9-A/1430/PS.01/8/2018 tanggal 28 Agustus 2018, pengawasan di
Pengadilan Agama Jakarta Pusat dilaksanakan selama 2 (dua) hari, terhitung
dari tanggal 4 dan 5 September 2018 oleh Hakim Tinggi Pembina dan
Pengawas Daerah dengan Tim engawas, data selengkapnya sebagai berikut:

1. Nama - Drs. H. Ridwan Hajjaj,MA., S.H., M.H.
NIP © 19511010 197603 1 004
Pangkat/Golongan @ Pembina Utama (IV/e)

Jabatan - Ketua/Hakim Utama

2. Nama - Drs. Asril Lusa, S.H., M.H.

NIP ©19520405198803 1 001
Pangkat/Golongan * Pembina Utama Madya(IV/d)
Jabatan © Anggota/Hakim Utama Muda

3. Nama © Mohamad Khotib, S.H., M.H.
NIP ©19691016199403 1 002
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Pangkat/Golongan
Jabatan

Nama

NIP
Pangkat/Golongan
Jabatan

Nama

NIP
Pangkat/Golongan
Jabatan

Nama

NIP
Pangkat/Golongan
Jabatan

Pembina(lV/a)
Sekretaris I/Panitera Pengganti

Akhmad Fauzy, S.H.

19580212 198603 1 004
Pembina (I\V/a)

Sekretaris |l/Panitera Pengganti

Una Munasir Fatah, S.T., M.M.
19721129 200604 1 001

Penata Tk. | (11l/d)

Asisten (Kepala Sub. Bagian Rencana
Program dan Anggaran.)

Nengceu Siti Rohimah, S.H.1.
198204218 200912 2 003

Penata (lll/c)

Asisten (Staf Kepala Sub Bagian
Kepegawaian dan IT)
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BAB i

HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

A. Manajemen Peradilan

1.

Kondisi:

Dalam pembuatan program kerja tahunan Pengadilan Agama Jakarta
Pusat tahun 2018 tidak melibatkan semua Hakim dan Para Pejabat
Struktural dan Fungsional Kepaniteraan.

Kriteria:

Program kerja tahunan harus dibuat dengan melibatkan semua Hakim,
Para Pejabat Struktural dan Fungsional Kepaniteraan, dan sebaiknya
semua karyawan Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Sebab:

Karena banyak pekerjaan lain yang harus dilaksanakan dalam waktu
yang bersamaan dengan jadwal rapat pembuatan program kerja.
Akibat:

Tidak terakomudasi program semua kegiatan yang harus dilaksanakan
dalam setahun berjalan.

Rekomendasi:

Dalam pembuatan program kerja tahunan hendaknya melibatkan
semua unsur dari karyawan Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Kondisi:

Pembuatan program kerja tidak berdasarkan pada tugas pokok dan

fungsi (tupoksi) dan tidak mengacu pada anggaran DIPA tahun berjalan.
Kriteria:

Pembuatan program kerja harus berdasarkan tugas pokok dan fungsi
(tupoksi) dan mengacu pada anggaran DIPA.

Sebab:

Pejabat terkait tidak mengetahui tata cara pembuatan program kerja
pada satuan kerja Pemerintah.

Akibat:

Kegiatan yang terlaksana lepas dari atau tidak berpedoman pada
program kerja yang telah dibuat.

Rekomendasi:

Program kerja hendaknya dibuat dan disusun berdasarkan tugas pokok
dan fungsi (tupoksi) dan dengan mengacu pada anggaran DIPA yang
tersedia untuk tahun berjalan.

Kondisi :

Hakim Pengawas Bidang melakukan pengawasan dengan cara sendiri-
sendiri, dengan cara menggunakan kolom bidang-bidang yang diawasi
dan dengan kolom realita dan kesesuaian dengan aturan, dan
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pengawasan dengan cara penilaian presentase pencapaian target.

Kriteria:

Pengawasan Bidang dilakukan secara mendetil dan terinci pada setiap
item pengawasan, untuk mengetahui kondisi yang ada agar saran
tindak lanjutnya sesuai peraturan yang berlaku.

Sebab: _
Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak
mempunyai pedoman dalam kegiatan melakukan pengawasan.

Akibat:

Hasil pengawasan bidang menjadi tidak efektif dan bersifat formalitas
saja, sehingga pelaksanaan tugas kedinasan tidak berjalan
sebagaimana mestinya, sesuai rencana dan peraturan yang berlaku.
Rekomendasi:

Pengawas bidang hendaknya dilaksanakan secara menyeluruh dan
mendetil pada setiap bidang tugas kedinasan, sehingga tugas
kedinasan akan terlaksana sesuai program kerja dan peraturan yang
berlaku.
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B. Pelayan Publik

Kondisi:

Pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) belum terlaksana dengan baik di
Pengadilan Agama Jakarta Pusat, yang melayani pelayanan
pendaftaran perkara, kegiatan persidangan, pengambilan salinan
putusan dan akta cerai, pendaftaran surat kuasa, pelayanan pengaduan
dan lain-lain. '

Kriteria:

Semua tugas pelayanan publik harus dilakukan melalui satu pintu
secara terpadu.

Sebab: _

Belum ada pedoman yang mengatur model pelayanan terpadu satu
pintu (PTSP).

Akibat:

Pelayanan yang dilaksanakan kepada masyarakat menjadi tidak terarah
dan lama sehingga membosankan.

Rekomendasi:

Pelayanan publik hendaknya dapat dilakukan dengan mudah dan cepat,
sehingga masyarakat terkesan menyenangkan atas pelayanan
Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
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C. Administrasi Perkara (Pola Bindalmin)
I. Register Induk Perkara Gugatan.

1

Kondisi:

Sampai bulan Agustus 2018 sebanyak 24 Buku. Kolom 10 (tanggal
BHT), kolom 11 (tanggal minutasi), 26 (a. tanggal akta cerai, b. nomor
akta cerai, c.nomor seri akta cerai) untuk semua putusan bulan
Januari sampai bulan Agustus 2018 belum terisi

Kriteria :

Buku Il Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan Agama, Edisi Revisi, Tahun 2013.

Sebab:

Petugas yang mengisi Buku Register induk perkara gugatan
merangkap tugas dengan Staf Kasir tidak sempat mengisi dan tidak
ada kontrol dari panitera.

Akibat:

Kolom-kolom pada Register induk perkara gugatan masih ada yang
kosong.

Rekomendasi:

Seharusnya diisi lengkap datanya pada kolom-kolom tersebut, kecuali
terkait data-data yang belum dilakukan.Dan segera ditindak lanjuti

Kondisi:

Register banding

Perkara Nomor :

965/Pdt.G/2017/PA JP.

1190/Pdt.G/2017/PA JP.

1520/Pdt.G/2017/PA JP.

1055/Pdt.G/2017/PA JP.

661/Pdt.G/2017/PA JP.

1046/Pdt.G/2017/PA JP.

g. 236/Pdt.G/2018/PA JP.

Penyusunan Bundel B, Salinan putusan ditempatkan diurutan paling
bawah;

Kriteria:

Buku Il Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan Agama, Edisi Revisi, Tahun 2013. Halaman 36.

Sebab:

Kesalahan memahami atau persepsi menafsirkan Buku |l Tentang
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi
Revisi, Tahun 2013.

~® Qo0 T
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Akibat:

Penyusan Bundel B tidak sesuai dengan petunjuk Buku Il halaman 36.
Rekomendasi:

Penyusan Bundel B disesuaikan dengan petunjuk Buku Il Tentang
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi
Revisi, Tahun 2013. halaman 36.

Kondisi:
Register Penyitaan barang bergerak dan Register Penyitaan

barang tidak bergerak

Tidak ada keterangan halaman yang ditanda tangani oleh ketua, Nomor
halaman, Halaman pertama dan terakhir tidak ditandatangani serta
halaman lainnya tidak paraf oleh Ketua.

Kriteria:

Buku Il Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan Agama, Edisi Revisi, Tahun 2013. Halaman 23.

Sebab:

Petugas yang mengisi Buku Register Penyitaan barang bergerak dan
Register Penyitaan barang tidak bergerak tidak teliti dan tidak ada

kontrol dari panitera.

Akibat:
Register buku Penyitaan barang bergerak dan Register Penyitaan

barang tidak bergerak tidak ada keterangan halaman, Nomor halaman,
Halaman pertama dan terakhir tidak ditandatangani serta halaman
lainnya tidak diparaf.

Rekomendasi:

Seharusnya dibuat keterangan halaman, Nomor halaman, Halaman
pertama dan terakhir ditandatangani serta halaman lainnya diparaf.
Kondisi:

Register Ekonomi Syariah

Perkara Nomor 422/Pdt.G/2018/PA JP dan Nomor 1203/Pdt.G/2018/PA
JP. Belum dicatat.

Kriteria:

Buku Il Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan Agama, Edisi Revisi, Tahun 2013, halaman 23.

Sebab:

Register buku ditulis tidak sesuai pedoman buku pelaksanaan tugas.
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Akibat:

Kolom-kolom pada Register buku Ekonomi Syariah masih kosong;
Rekomendasi:

Seharusnya diisi lengkap datanya pada kolom-kolom tersebut, kecuali
terkait data-data yang belum dilakukan.

Il. KEUANGAN PERKARA

1. Kondisi:
SK. Panjar Biaya Perkara untuk cerai gugat dan cerai talak yang

pihak di luar wilayah DKI Jakarta jumlahnya sudah ditentukan
dengan tulis tangan, tapi biaya prosesnya tidak ada perinciannya.

Kriteria:
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2009

Sebab:
Tidak ada SK dari ketua Pengadilan mengenai biaya proses yang

pihaknya di luar wilayah DKI Jakarta.

Akibat:
Biaya proses untuk pihaknya di luar Wilayah DKI tidak tercatat

dalam SK Biaya Perkara.

Rekomendasi:
Biaya proses untuk di luar wilayah DKI Jakarta supaya ditetapkan

sebagaimana biaya proses lainnya.

2. Kondisi:
Register Induk Keuangan Perkara
Perkara sudah diputus, materai sudah dikeluarkan dari buku register
induk keuangan perkara, tapi materainya masih ada di Petugas Kasir
belum diambil oleh Panitera Pengganti untuk perkara Nomor :
1130/Pdt.G/2017/PAJP., 1249/Pdt.P/2017/PAJP., 1254/Pdt.P/2017/PAJP.,
859/Pdt.G/2017/PAJP., 1365/Pdt.G/2017/PAJP.,1220/Pdt.G/2017/PAJP.,
1189/Pdt.G/2017/PAJP., 1392/Pdt.G/2017/PAJP.,1297/Pdt. G/2018/PAJP.,
147/Pdt.G/2018/PAJP., 007/Pdt.P/2018/PAJP., 009/Pdt.G/2018/PAJP.,
001/Pdt.G/2018/PAJP., 0027/Pdt.G/2018/PAJP.,195/Pdt.G/2018/PAJP.,
194/Pdt.G/2018/PAJP., 0078/Pdt.G/2018/PAJP.,166/Pdt.G/2018/PAJP.,
225/Pdt.G/2018/PAJP., 288/Pdt.G/2018/PAJP., 237/Pdt.G/2018/PAJP.,
0087/Pdt.G/2018/PAJP., 343/Pdt.G/2018/PAJP., 1402/Pdt.G/2017/PAJP.,
1494/Pdt.G/2017/PAJP., 190/Pdt.G/2018/PAJP., 582/Pdt.G/2018/PAJP.,

1501/Pdt.G/2017/PAJP., 378/Pdt.G/2018/PAJP., 187/Pdt.G/2018/PAJP.,
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317/Pdt.P/2018/PAJP., 353/Pdt.G/2018/PAJP., 504/Pdt.G/2018/PAJP.,
382/Pdt.G/2018/PAJP., 319/Pdt.P/2018/PAJP., 502/Pdt.G/2018/PAJP.,
386/Pdt.G/2018/PAJP., 628/Pdt.G/2018/PAJP., 680/Pdt.G/2018/PAJP.,
735/Pdt.G/2018/PAJP., 720/Pdt.G/2018/PAJP., 453/Pdt.G/2018/PAJP.,
315/Pdt.P/2018/PAJP., 611/Pdt.G/2018/PAJP., 737/Pdt.G/2018/PAJP.,
739/Pdt.G/2018/PAJP., 393/Pdt.G/2018/PAJP., 431/PdL.G/2018/PAJP.,
646/Pdt.G/2018/PAJP., 840/Pdt.G/2018/PAJP., 849/Pdt.G/2018/PAJP.,
517/Pdt.G/2018/PAJP., 589/Pdt.G/2018/PAJP., 663/Pdt.G/2018/PAJP.,
376/Pdt.G/2018/PAJP., 543/Pdt.G/2018/PAJP., 803/Pdt.G/2018/PAJP.,
991/Pdt.G/2018/PAJP., 920/Pdt.G/2018/PAJP., 1372/Pdt.G/2017/PAJP.,
544/Pdt.G/2018/PAJP., 805/Pdt.G/2018/PAJP., 1130/Pdt.G/2018/PAJP.,
310/Pdt.G/2018/PAJP., 573/Pdt.G/2018/PAJP., 912/Pdt.G/2018/PAJP.,
743/Pdt.G/2018/PAJP., 759/Pdt.G/2018/PAJP., 426/Pdt.P/2018/PAJP.,
344/Pdt.P/2018/PAJP., 556/Pdt.G/2018/PAJP., 526/Pdt.G/2018/PAJP.,
776/Pdt.G/2018/PAJP., 1220/Pdt.G/2017/PAJP., 1189/Pdt.G/2017/PAJP.,
1130/Pdt.G/2018/PAJP.,1130/Pdt.G/2018/PAJP., 1130/Pdt.G/2018/PAJP.,
Kriteria: '

Buku |l Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan Agama, Edisi Revisi, Tahun 2013, halaman 18

Sebab:

Petugas Kasir tidak melakukan pembelian materai sebagai persediaan
perkara yang belum diputus.

Akibat: _

Ada perkara yang sudah diputus belum tersedia materai di Kasir,
karena Kasir membeli materai setelah ada laporan perkara diputus.
Rekomendasi:

Petugas Kasir menyiapkan materai persedian sebanyak perkara yang
diterima perbulannya.

lil. Pelaporan perkara.

Kondisi:

Laporan Perkara

Perkara lebih 5 (lima) bulan belum diputus Nomor perkara :
- 1014/Pdt.G/2017/PA JP.

- 1077/Pdt.G/2017/PA JP.

- 1026/Pdt.G/2017/PA JP.

- 124/Pdt.G/2018/PA JP.

- 208/Pdt.G/2018/PA JP.

- 243/Pdt.G/2018/PA JP.
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- 282/Pdt.G/2018/PA JP.

- 287/Pdt.G/2018/PA JP.

Kriteria:

SEMA Nomor 2 Tahun 2014

Sebab: .

Terlambat penanganan perkara tersebut tidak pernah dilaporkan
kepada Pimpinan;

Akibat:

Tidak tertulis dalam laporan karena hakim yang menangani perkara
tersebut tidak lapor ke Ketua;

Rekomendasi:

Harusnya Hakim membuat laporan perkara yang belum diputus dalam 5
(lima) bulan kepada ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang
tembusannya ditujukan kepada Ketua Tingkat Banding dan Ketua
Mahkamah Agung.

IV. Pengarsipan
Kondisi:
Dalam Lemari nomor 7, Rak nomor 4 dan Box nomor 26 terdapat
berkas perkara nomor :
a. 251/Pdt.G/2018/PA JP.
b. 252/Pdt.G/2018/PA JP.
c. 260/Pdt.G/2018/PA JP.
Minutasinya belum ditandatangani Ketua Majelis.
Kriteria:
Buku Il Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan Agama, Edisi Revisi, Tahun 2013, halaman 42;
Sebab:
Petugas Kearsipan tersebut tidak meneliti dan tidak ada kontrol dari
atasannya.
Akibat:
Minutasi tidak ditandatangani olenh Ketua Majelis yang bersangkutan.
Rekomendasi:
Petugas kearsipan mengembalikan berkas minutasi tersebut kepada
Panitera Pengganti untuk ditandatangani ke Ketua Majelis;
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D. Administrasi Persidangan dan Teknik Yustisial

Dalam pembinaan dan pengawasan rutin pada bulan September 2018, Tim

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mengambil sampel 10 (sepuiuh)

berkas perkara, yaitu:

1
2
3
4
o
6.
T
8
9
1

Nomor 0128/Pdt.G/2018/PA.JP
Nomor 0245/Pdt.G/2018/PA.JP
Nomor 0272/Pdt.G/2018/PA.JP
Nomor 0496/Pdt.G/2018/PA.JP
Nomor 0527/Pdt.G/2018/PA.JP
Nomor 0628/Pdt.G/2018/PA.JP
Nomor 0666/Pdt.G/2018/PA.JP
Nomor 0759/Pdt.G/2018/PA.JP
Nomor 0790/Pdt.G/2018/PA.JP

0. Nomor 1400/Pdt.G/2017/PA.JP

Dari 10 (sepuluh) berkas perkara tersebut Tim menemukan beberapa

temuan sebagai berikut:

Berkas Perkara Nomor 01 28/Pdt.G/2018/PA.JP

1. Alat bukti tertulis.

Kondisi:

P.1 s/d P.4 tidak ditulis oleh Ketua Majelis “Telah dicocokkan dengan aslinya.

Kriteria:

Alat bukti yang berupa fotocopy harus ditulis tangan oleh ketua majelis
dengan kalimat “Telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok”
kemudian diberi kode dan diparaf.

Sebab:

Ketua Majelis lalai dalam melaksanakan tugasnya.

Akibat:

Tidak jelas apakah alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya atau tidak.

Rekomendasi:

Agar ketua majelis berhati-hati dalam memeriksa aiat bukti.
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2. Berita Acara Sidang.
Kondisi:
Berita Acara Sidang ke 2 tanggal 8 Maret 2018 tertulis “Sidang
Pertama”.
Kriteria:
Berita Acara Sidang ke 2 dan seterusnya ditulis “Lanjutan”.
Sebab:
Ketua Majelis dan Panitera Pengganti lalai dalam melaksanakan
tugasnya.

Akibat:

Berita acara sidang tersebut diragukan karena ada sidang pertama dua
kali.

Rekomendasi:

Agar ketua majelis dan panitera pengganti membaca berita acara

sidang tersebut secara teliti sebelum menandatanganinya.

3. Amar putusan.

Kondisi:
Amar putusan angka 4 berbeda antara yang tercantum dalam putusan
dengan yang tercantum dalam BAS dan PBT.

Dalam putusan: 4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang
bernama: Callysta Fazeelafazila Azzahra, lahir di Jakarta tanggal 15
Februari 2006 berada dalam hadhanah/pengasuhan Pemohon (Fajar
Adhi Kurniawan bin M. Noer Shaleh) tanpa mengurangi hak-hak
Termohon (Fita Fatimah binti H. Awad Ali) untuk mencurahkan kasih
sayangnya sebagai seorang ibu.

Dalam BAS dan PBT: 4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon
yang bernama: Callysta Fazeelafazila Azzahra, lahir di Jakarta tanggal
15 Februari 2006 berada dalam hadhanah/pengasuhan tanpa
mengurangi hak-hak Termohon (Fita Fatimah binti H. Awad Ali) untuk
mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ibu.

Kriteria:
Amar putusan yang tercantum dalam putusan, berita acara sidang,

pemberitahuan isi putusan dan register harus sama.

Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengadilan Agama Jakarta Pusat



Sebab: :
Tidak cermat dalam membuat putusdn dan berita acara sidang.

Akibat:
Membingungkan para phak.

Rekomendasi:
Penulisan amar dalam putusan, berita acara sidang dan dalam relaas

pemberitahuan isi putusan hendaknya sama, tidak berbeda satu sama
lain.

Berkas Perkara Nomor 0272/Pdt.G/2018/PA.JP
1. Penetapan Majelis Hakim.

Kondisi:

Sidang tanggal 12 Juli 2018 ada pergantian Anggota Majelis Hakim,
yaitu Dra. Istianah, MH. digantikan oleh Drs. Na'im, SH., akan tetapi
tidak ada PMH baru.

Kriteria:
Setiap pergantian Majelis Hakim harus dibuatkan PMH baru.

Dalam Buku Il Edisi Revisi halaman 29 angka 11 dinyatakan “Jika salah
seorang hakim anggota berhalangan, diganti oleh hakim lain yang
ditunjuk oleh ketua pengadilan agama/mahkamah syariiyah dengan
PMH baru. Pergantian hakim anggota harus dicatat dalam berita acara
persidangan dan buku register perkara”.

Sebab:
Maijelis hakim lalai dalam melaksanakan tugasnya.

Akibat:
Putusan bisa batal demi hukum.

Rekomendasi:
Agar majelis hakim berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya, kalau

ada pergantian majelis harus ada PMH baru sebelum sidang.

2. Minutasi.
Kondisi:
Perkara sudah diminut tanggal 16 Juli 2018, akan tetapi ketua majelis
belum memaraf/tanda tangan di kolom minutasi.
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Kriteria:
Dalam Buku |l Edisi Revisi halaman 34 huruf (g) angka (5) dinyatakan

“Selanjutnya berkas perkara tersebut diparaf dan diberi tanggal oleh
ketua majelis di kanan sebelah atas map perkara’.

Sebab:
Ketua Majelis lalai dalam penyelesaian perkara.

Akibat:
Tidak ada bukti bahwa perkara tersebut telah diminut.

Rekomendasi:
Ketua majelis harus memaraf/tandatangan di kolom minutasi sebelum

berkas perkara diserahkan kepéda petugasnya. Petugas waktu
menerima perkara yang akan dimasukkan ke Box arsip harus
memeriksa apakah ketua majelis sudah memaraf/tanda tangan di
kolom minutasi.

Kondisi:

Berkas Perkara No. 0157/ Pdt.G/2017/PAJT

1. Surat Pernyataan Penggugat dan Tergugat, PMH baru, BAS ke 2
sampai BAS terakhir belum diberi nomor urut halaman.

2. Bukti P.1 tidak ditulis oleh Ketua Majelis kalimat “Telah dicocokkan
dengan aslinya dan ternyata cocok”

Kriteria:

Buku Il Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Peradilan Agama, Edisi Revisi, Tahun 2013;

Sebab:

Kurangnya pemahaman dan ketelitian Majelis berserta Panitera Pengganti

Akibat:

Adanya ketidaksesuaian kondisi berkas dengan aturan dan ketentuan

yang berlaku

Rekomendasi:

1. Surat Pernyataan Penggugat dan Tergugat, PMH baru, BAS ke 2
sampai BAS terakhir harus diberi nomor urut halaman;

2. Alat bukti yang berupa fotocopy harus ditulis tangan oleh Ketua
Majelis kalimat “Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata
Cocok”, kemudian diparaf dan diberi tanggal.
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Berkas Perkara Nomor 0496/Pdt.G/2018/PA.JP

1. Penetapan Majelis Hakim.
Kondisi:
Dalam PMH ditetapkan majelis hakimnya: 1. Drs. Chaeruddin, SH., MH., 2.
Dra. Hj. Nurroh Sunah, SH., 3. Dra. Alia Al Hasna, MH., dan yang
menandatangani putusan adalah: 1. Drs. Chaeruddin, SH., MH., 2. Dra. Hj.
Hafsah, SH., 3.Dra. Hj. Nurroh Sunah, SH., tapi tidak ada PMH baru.
Kriteria: _
Setiap pergantian Majelis Hakim harus dibuatkan PMH baru.
Dalam Buku Il Edisi Revisi halaman 29 angka 11 dinyatakan “Jika salah
seorang hakim anggota berhalangan, diganti oleh hakim lain yang ditunjuk
oleh ketua pengadilan agama/mahkamah syariyah dengan PMH baru.
Pergantian hakim anggota harus dicatat dalam berita acara persidangan
dan buku register perkara”.
Sebab:
Majelis hakim lalai dalam melaksanakan tugasnya.
Akibat:
Putusan bisa batal demi hukum.
Rekomendasi:
Agar majelis hakim berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya, kalau ada
pergantian majelis harus ada PMH baru sebelum sidang.

2. Berita Acara Sidang.
Kondisi:
Berita Acara Sidang tidak ada nomor halamannya.
Kriteria:
Berita Acara Sidang harus ada nomor halamannya.
Dalam Buku Edisi Revisi haiaman 31 angké 5 dinyatakan “Nomor halaman
berita acara sidang harus dibuat secara bersambung dari sidang pertama
sampai sidang yang terakhir dan diletakkan di sebelah kanan bawah”.
Sebab:
Tidak cermat dan kurang teliti dalam membuat berita acara sidang.
Akibat:
Terkesan tidak profesional.
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Rekomendasi:

Agar panitera pengganti cermat dan teliti dalam membuat berita acara
sidang.

. Berita Acara Sidang.

Kondisi:

Penundaan dan penutupan sidang tanggal 4 Juni 2018 dan 2 Juli 2018
dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum.

Kriteria:

Penundaan dan penutupan sidang harus dilakukan dalam sidang terbuka
untuk umum.

Sebab:

Kelalaian ketua majelis dan panitera pengganti

Akibat:

Terkesan tidak profesional

Rekomendasi:

Agar ketua majelis dan panitera pengganti bekerja secara profesional.

. Berita Acara Sidang.

Kondisi:

Berita Acara Sidang tanggal 2 Juli 2018, 23 Juli 2018 dan 6 Agustus 2018
belum ditandatangani oleh ketua majelis. Berita Acara Sidang tanggal 13
Agustus 2018 belum ditandatangani oleh panitera pengganti.

Kriteria:

Berita Acara Sidang harus ditandatangani sebelum sidang berikutnya.
Dalam Buku Il Edisi Revisi haiaman 31 angka 8 dinyatakan “Berita acara
sidang harus sudah selesai dan ditandatangani paling lambat sehari
sebelum sidang berikutnya.

Sebab:

Kalalaian ketua majelis dan panitera pengganti.

Akibat:

Berita Acara Sidang tidak sah.

Rekomendasi:

Agar ketua majelis dan panitera pengganti melaksanakan tugasnya secara

profesional.
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5. Alat bukii tertulis.
Kondisi:
P.1 dan P.2 tidak ditulis oleh Ketua Majelis kalimat “Telah dicocokkan
dengan aslinya dan ternyata cocok”.
Kriteria:
Alat bukti yang berupa fotocopy harus ditulis tangan oleh ketua majelis
dengan kalimat “Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok”
kemudian diberi kode dan diparaf.
Sebab:
Ketua Majelis lalai dalam melaksanakan tugasnya.
Akibat:
Tidak jelas apakah alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya atau tidak.
Rekomendasi:
Agar ketua majelis berhati-hati dalam memeriksa alat bukti.

Berkas Perkara Nomor 0527/Pdt.G/2018/PA.JP
1. Alat bukti tertulis.
Kondisi:
P.1 tidak ditulis oleh Ketua Majelis kalimat “Telah dicocokkan dengan
aslinya dan ternyata cocok”.
Kriteria:
Alat bukti yang berupa fotocopy harus ditulis tangan oleh ketua majelis
dengan kalimat “Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok”
kemudian diberi kode dan diparaf. '
Sebab:
Ketua Majelis lalai dalam melaksanakan tugasnya.
Akibat:
Tidak jelas apakah alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya atau tidak.
Rekomendasi:
Agar ketua majelis berhati-hati dalam memeriksa alat bukti.
2. Berita Acara Sidang.
Kondisi:
Dalam BAS haiaman 9 tertulis “Kemudian dibacakan surat permohonan

Pemohon tertanggal 11 Februari 2018.... dst”, pada hal surat permohonan
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Pemohon tertanggal 9 Agustus 2018.

Kriteria:

Pencantuman tanggal surat permohonan dalam BAS harus benar.

Sebab:

Panitera Pengganti tidak cermat dan kurang teliti dalam membuat berita
acara sidang.

Akibat:

Tidak jelas surat permohonan mana yang dimaksud.

Rekomendasi:

Agar panitera pengganti cermat dan teliti dalam membuat berita acara
sidang.

Berkas Perkara Nomor 0628/Pdt.G/2018/PA.JP

1. Alat bukti tertulis.
Kondisi:
P.1 tidak ditulis oleh Ketua Majelis kalimat “Telah dicocokkan dengan
aslinya dan ternyata cocok”.
Kriteria:
Alat bukti yang berupa fotocopy harus ditulis tangan oleh ketua majelis
dengan kalimat “Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok’
kemudian diberi kode dan diparaf. '
Sebab:
Ketua Majelis lalai dalam melaksanakan tugasnya.
Akibat:
Tidak jelas apakah alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya atau tidak.
Rekomendasi:
Agar ketua majelis lebih berhati-hati dalam memeriksa alat bukti.

2. Minutasi.
Kondisi:
Perkara sudah diminut tanggal 16 Juli 2018, akan tetapi ketua majelis
belum memaraf/tanda tangan di kolom minutasi.
Kriteria:
Dalam Buku !I Edisi Revisi halaman 34 huruf (g) angka (5) dinyatakan
“Selanjutnya berkas perkara tersebut diparaf dan diberi tanggal oleh ketua
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majelis di kanan sebelah atas map perkéra”.

Sebab:

Ketua Majelis lalai dalam penyelesaian perkara.

Akibat:

Tidak ada bukti bahwa perkara tersebut telah diminut.

Rekomendasi:

Ketua majelis harus memaraf/tandatangan di kolom minutasi sebelum
berkas perkara diserahkan kepada petugasnya. Petugas waktu menerima
perkara yang akan dimasukkan ke Box arsip harus memeriksa apakah

ketua majelis sudah memaraf/tanda tangan di kolom minutasi.

Berkas Perkara Nomor 0666/Pdt.G/2018/PA.JP
Alat bukti tertulis.
Kondisi:
P.1 s/d P.5 tidak ditulis oleh Ketua Majelis kalimat “Telah dicocokkan
dengan aslinya dan ternyata cocok”.
Kriteria:
Alat bukti yang berupa fotocopy harus ditulis tangan oleh ketua majelis
dengan kalimat “Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok”
kemudian diberi kode dan diparaf.
Sebab:
Ketua Majelis lalai dalam melaksanakan tugasnya.
Akibat:
Tidak jelas apakah alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya atau tidak.
Rekomendasi:
Agar ketua maijelis lebih berhati-hati dalam memeriksa alat bukti.

Berkas Perkara Nomor 0759/Pdt.G/2018/PA.JP

1. Alat bukti tertulis.
Kondisi:
P.1 dan P.2 tidak ditulis oleh Ketua Majelis “Telah dicocokkan dengan
aslinya.
Kriteria:
Alat bukti yang berupa fotocopy harus ditulis tangan oleh ketua majelis
Dengan kalimat “Telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok”
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kemudian diberi kode dan diparaf.
Sebab:
Ketua Majelis lalai dalam melaksanakan tugasnya.
Akibat:
Tidak jelas apakah alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya atau tidak.
Rekomendasi:
Agar ketua majelis lebih berhati-hati dalam rﬁemeriksa alat bukti.
2. Berita Acara Sidang.
Kondisi:
Berita Acara Sidang pertama tanggal 11 Juli 2018 tertulis “Lanjutan”.
Kriteria: _
Berita Acara Sidang pertama harus ditulis “Sidang Pertama”.
Sebab: _
Ketua Maijelis dan Panitera Pengganti lalai dalam melaksanakan tugasnya.
Akibat:
Berita acara sidang tersebut diragukan karena tidak ada sidang
pertamanya, semuanya sidang lanjutan.
Rekomendasi:
Agar ketua majelis dan panitera pengganti membaca berita acara sidang

tersebut secara teliti sebelum menandatanganinya.

Berkas Perkara Nomor 0790/Pdt.G/2018/PA.JP
Penetapan Majelis Hakim.
Kondisi: _
Dalam PMH tanggal 3 Juli 2018 ditetapkan majelis hakimnya: 1. Drs. Na'im,
SH., 2. Dra. Alia Al Hasna, MH., 3. Drs. H. Azkar, SH., dan yang bersidang
pada sidang pertama tanggal 17 Juli 2018 adalah: 1. Drs. Na'im, SH., 2.
Drs. Chaeruddin, SH., MH., 3.Drs. Azkar, SH., tapi tidak ada PMH baru.
Kriteria:
Setiap pergantian Majelis Hakim harus dibuatkan PMH baru.
Dalam Buku il Edisi Revisi halaman 29 angka 11 dinyatakan “Jika salah
seorang hakim anggota berhalangan, diganti oleh hakim lain yang ditunjuk

oleh ketua pengadilan agama/mahkamah syariyah dengan PMH baru.
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Pergantian hakim anggota harus dicatat dalam berita acara persidangan
dan buku register perkara”.

Sebab:

Majelis hakim lalai dalam melaksanakan tugasnya.

Akibat:

Putusan bisa batal demi hukum.

Rekomendasi:

Agar majelis hakim berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya, kalau ada
pergantian majelis harus ada PMH baru sebelum sidang.

Berkas Perkara Nomor 1400/Pdt.G/2017/PA.JP
Penetapan Hari Sidang (PHS).
Kondisi:
Dalam PHS bagian menetapkan angka 2 disebutkan: “2. Memerintahkan
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat memohon bantuan Pengadilan
Agama untuk memanggil Pemohon ..... dstnya”.
Kriteria:
Perintah harus jelas dan tuntas. Harus disebutkan pengadilan agama yang
akan dimintai bantuan, contohnya Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
Sebab:
Ketua Majelis lalai dalam melaksanakan tugasnya.
Akibat:
Tidak jelas pengadilan agama mana yang dimaksud.
Rekomendasi:
Sebelum menandatangani PHS ketua majelis harus membacanya dengan
teliti.
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E. Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

1.

Kondisi:
USER NAME belum sesuai dengan SOPnya.

Kriteria:
SK MAR!I NOMOR 1-144/KMA/SK/2011 Tentang Pedoman Pelayanan

Informasi di Pengadilan.

Sebab:

Pengadilan Agama Jakarta Pusat kekurangan SDM, sehingga banyak
pegawai yang merangkap tugas selain tugas pokoknya masing-masing
dalam menjalankan pekerjaan.

Akibat:

Username dalam pengupdate IT masih dirangkap oleh beberapa
pegawai yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing (
rangkap tugas).

Rekomendasi:

Kondisi:

Laporan Keuangan Perkara (LIPA .7A) pada SIPP Pengadilan Agama

Jakarta Pusat dalam neraca penerimaan dan pengeluaran dan saldo
akhir tidak seimbang, sehingga saldo akhir selalu (-)

Kriteria:

SK MARI NOMOR 1-144/KMA/SK/2011 Tentang Pedoman Pelayanan

Informasi di Pengadilan.

Sebab:
Neraca pada penerimaan tidak ada saldo penerimaan yang muncul

pada neraca tersebut hanya pengeluaran saja.

Akibat:
Laporan Keuangan Perkara (LIPA.7A) saldonya selalu minus (-).

Rekomendasi:
Karena system IT pada SIPP kaitannya dengan Badilag, apabila

memang system IT dari Badilag belum maksimal maka Kasubag IT
segera melaporkan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia bagian IT
supaya system bisa berjalan dengan baik.

Kondisi:
Dalam Laporan minutasi Perkara (LIPA 19) Perkara yang putus dan

yang diminutasi sudah update tetapi perkara yang belum diminutasi
belum diinput ke SIPP terutama laporan dari bulan Januari sampai
dengan bulan Juli 2018.
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Kriteria:
SK MARI NOMOR 1-144/KMA/SK/2011 Tentang Pedoman Pelayanan

Informasi di Pengadilan.

Sebab:

SDM Pengadilan Agama Jakarta Pusat khususnya yang menangani IT
masih kurang dan yang menangani laporan ini kurang teliti dalam

menginput data minutasi.

Akibat:
Laporan minutasi (LIPA 19) dalam SIPP masih kosong terutama laporan

pada bulan Januari sampai dengan Juli 2018 tidak diinput ke SIPP.

Rekomendasi:
Seharusnya kolom yang terdapat pada SIPP harus sudah diinput dan

harus ada koordinasi dengan bagian yang terkait terutama masalah
data-data agar informasi yang terdapat pada SIPP akurat untuk
diketahui oleh masyarakat.
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F. Kepegawaian

1.

Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP).

Kondisi :

Monitoring kelengkapan data e-document pada Pengadilan Agama
Jakarta Pusat terdapat ketidak sesuaian data dengan e-document
sehingga masih kurang dari 100%.

Kriteria :

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor : 197-
1/SEK/KU.01/7/2015 tanggal 27 Juli 2015 mengenai Penerapan Aplikasi
Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI.

Sebab :

Kurangnya SDM.

Akibat :

Tidak lengkapnya e-dokumen pada sikep.

Rekomendasi :

Data seluruh pegawai harus dicatat kedalam aplikasi data sikep serta
diupload dalam aplikasi data e-document. Apabila semua data pegawai
sudah dicatat dan diupload secara lengkap kedalam aplikasi tersebuit,
maka satker yang bersangkutan akan memperoleh nilai akhir sebesar
100% dan setiap ada perubahan data pada pegawai untuk segera
dilengkapi.

Data Pegawai Pada Website

Kondisi :

Data LHKPN pegawai pada Website Pengadilan Agama Jakarta Pusat
belum terisi.

Kriteria :

Peraturan Sekretaris mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang
Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan Dibawahnya.
Sebab :

Tidak ada penyerahan hasil laporan LHKPN dari pegawai.

Akibat :

Petugas pengisi website tidak bisa mengupload data.
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Rekomendasi :

Agar membuat edaran untuk pegawai yang wajib mengisi LHKPN supaya
memberikan data pelaporan LHKPN nya ke Kepala Sub Bagian
Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dan Kepala Sub Bag.
Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

. Informasi Technology (IT)

Kondisi :

Masih ada beberapa konten yang belum terisi diantaranya :

Pos Bantuan Hukum, Mediasi, SOP Pelayanan Publik, Survey Pelayanan
Publik, Formulir Permohonan informasi, Formulir Pengajuan Keberatan,
Biaya Salinan Informasi, Laporan Pelayanan Informasi, Pedoman
Pengaduan, Mekanisme Pengaduan, Formulir Pengaduan, Penyampaian
Pengaduan, Alur dan Tahapan Penanganan, Tindak Lanjut Pengaduan,
Perjanjian Kinerja Individu, POK, Neraca SIMAK BMN, Data Aset
Negara(BMN), Surat Masuk, Informasi Pengadaan Barang dan Jasa,
Kegiatan Hukum/Hasil Penelitian, Statistk Pengaduan,Pedoman
Organisasi dan Administrasi, Putusan MKH, Laporan Pengawasan, Rekap
Sanksi Disiplin, dan Materi RB. '

Kriteria :

Matriks penilaian website dari Dirjend Badilag.

Sebab :

Pegawai yang ditunjuk mengelola website merangkap, data masih ada
yang belum dibuat dan ada yang sudah dibuat akan tetapi belum di
upload.

Akibat :

Mempengaruhi hasil penilaian website dari Dirjen Badilag.

Rekomendasi :

Pegawai yang mengelola Websait Pengadilan Agama Jakarta Pusat
supaya aktif meminta data-data dari sub bag masing-masing.
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G.

y

Perencanaan IT dan Pelaporan

Ketersediaan Standar Operasional Prosedur

Kondisi:

Beberapa dokumen SOP di Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah dibuat,
namun dokumen SOP tentang permohonan revisi anggaran belum ada.
Kriteria:

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung R! Nomor 02 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Di Lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dan Peraturan Menteri
Keuangan (PMK) No.11/PMK.02/2018

Sebab:

Baru dilantik menjadi kepala subbag. Perencanaan, IT dan Pelaporan
Akibatnya:

Ketika ada pergantian pejabat maka akan kesulitan dalam melaksanakan
tugas untuk merevisi angggaran.

Rekomendasi:

Bahwa setiap kegiatan di dalam subbag perencanaan terkait dengan
permohonan revisi anggaran harus dibuat SOP.

Perubahan Halaman Iil DIPA

Kondisi:

Menurut Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan , dokumen DIPA awal
sampai dengan DIPA hasil revisi terakhir baik DIPA 01 dan DIPA 04 beium
ada perubahan pada halaman 1l DIPA.

Kriteria:

Peraturan PMK No.11 tahun 2018 Pasal 15 dan peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan No. 3 tahun 2017 tentang petunjuk teknis revisi anggaran
yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada tahun
anggaran 2017 Pasal 38 ayat 3.

Sebab:

Petugas revisi anggaran belum melaksanakan peraturan yang ada masih
mempunyai persepsi revisi anggaran hanya melalui permintaan penyamaan
arsip data komputer.

Akibatnya:

Tidak sinkronnya data DIPA 2018 pada apikasi RKA-K/L dengan realisasi
anggaran yang telah dipertanggung jawabkan melalui KPPN.
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Rekomendasi:

Sesuai peraturan yang ada agar dibuat perubahan halaman Il DIPA per
triwulan dan dilaporkan ke kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara
serta pengajuan permintaan penyamaan arsip data komputer dilaksanakan
setiap 2(dua) bulan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.

Pengukuran Kinerja

Kondisi:

Belum dibuat pengukuran kinerja secara periodik menggunakan indikator
kinerja, realisasi kinerja dan target kinerja.

Kriteria:

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 dan Peraturan Menteri
pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 53 tahun

2014.

Sebab:

Kasubbag Perencanaan belum mengetahui dokumen pengukuran kinerja
secara periodik.

Akibatnya:

Pengukuran kinerja setiap triwulannya tidak ada dokumennya sehingga dalam
penyusunan Laporan Kinerjanya akan terhambat.

Rekomendasi:

Sesuai peraturan yang ada agar dibuat penggukuran secara periodik untuk
mempermudah dalam penyusunan LK]jIP.

SK SATGAS SAKIP

Kondisi:

Belum dibuatkan Surat Keputusan mengenai satuan tugas (SATGAS) SAKIP.
Kriteria:

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014, Peraturan Menteri pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun
2014 dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor
19/SEK/SK/1/2018 tentang Penetapan Satgas SAKIP.

Sebab:

Kasubbag Perencanaan baru dilantik sehingga tidak menerima surat dari PTA
DKI Jakarta mengenai pembentukan satuan tugas SAKIP.

Akibatnya:

Pengukuran kinerja instansi tidak dapat dimonitor secara berkala.
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Rekomendasi:

Sesuai peraturan yang ada agar diterbitkan surat keputusan mengenai satuan

tugas SAKIP.

Jadwal Pengiriman Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP)

Kondisi:

Pengiriman Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2017 (LK]jIP tahun 2017) ke

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta belum sesuai dengan jadwal yang telah

ditentukan oleh PTA DKl Jakarta yaitu Surat dari PTA DKI Jakaria

penyampaian LKjIP 2017 tanggal 20 Februari 2018 dan pengiriman LKjIP dari

PA Jakarta Pusat tanggal 27 Februari 2018. Ada keterlambatan pengiriman.

Kriteria: )

- Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;

- Keputusan Menteri PAN Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman
Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan

- Surat Keputusan  Sekretaris Mahkamah  Agung Rl Nomor
20A/SEK/SK/IV/2016 tanggal 13 April 2016 tentang Pedoman Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung Rl dan Badan
Peradilan dibawahnya

Sebab:

Kasubbag Perencanaan baru dilantik sehingga tidak menerima surat dari PTA

DKI Jakarta.

Akibatnya:

Nilai evaluasi dokumen SAKIP tahun 2017 dalam penyampaian laporan LKjiP

tidak sesuai jadwal atau tidak tepat waktu.

Rekomendasi:

Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah agar dikirim sesuai jadwal

yang telah ditentukan.

Dokumen tindak lanjut hasil evaluasi Dokumen SAKIP oleh PTA

DKI Jakarta

Kondisi:

Dokumen tindak lanjut evaluasi SAKIP tahun 2016 sudah ditindaklanjuti
namun dokumen SAKIP tahun 2017 belum ditindaklanjuti.

Kriteria:

- Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;
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- Keputusan Menteri PAN Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman
Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan

- Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor
20A/SEK/SK/IV/2016 tanggal 13 April 2016 tentang Pedoman Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan
Peradilan dibawahnya

Sebab:

Kasubbag Perencanaan belum berkoordinasi dengan Sekretaris.

Akibatnya:

Dalam Penyusunan laporan LKjIP tahun 2018 akan terjadi kondisi yg sama

dengan laporan LK]jIP tahun 2017 karena tidak ada tindak lanjutnya.

Rekomendasi:

Agar dibuatkan dokumen tindak lanjut untuk perbaikan dan peningkatan hasil

evaluasi SAKIP Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
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H. Umum dan Keuangan

Umum

; I}

Daftar Barang Ruangan (DBR)

Kondisi:

Daftar barang ruangan sudah dibuat dan dipasang di ruangan kasubbag. akan
tetapi masih terdapat jenis barang yang ada diruangan tidak dicatat pada
daftar barang ruangan misalnya Telepon sebanyak 3 unit tidak dicatat dalam
DBR padahal telepon tersebut menurut kasubbag umum merupakan asset
Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Kriteria:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtangan BMN

Sebab:

Atasan langsung kurang memonitor/mengawasi pengelolaan aset Barang
Milik Negara.

Akibatnya:

Telepon sebanyak 3 unit tidak dikuasai/dimiliki oleh Pengadilan Agama
Jakarta Pusat karena tidak dicatat.

Rekomendasi:

Daftar barang ruangan (DBR) merupakan sumber informasi sebagai bentuk
dari salah satu pelaksanaan dari pemanfaatan BMN yang ada pada suatu
satker yang dan didalamnya terdapat penanggung jawab barang yang ada
didalam suatu ruangan. Dengan demikian maka semua jenis barang yang ada
dalam suatu ruangan harus tercatat didalam daftar barang ruangan yang
telah ditandatangani oleh penanggung jawab barang dan kuasa pengguna
barang (KPB) dan segera telepon 3 unit dicatat dalam asset DBR.

Kondisi:

Ruang Rapat Pimpinan belum ada papan nama ruangan dan DBR.

Kriteria:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan
Pemindahtangan BMN.

Sebab:

Menurut pengelola ruangan bahwa setelah assessment SAPM belum

berkoordinasi dengan atasan langsung.
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Akibatnya:

Ruangan rapat pimpinan tidak diketahui nama ruangannya juga tidak ada
DBR sehingga asset BMN yang ada tidak dicatat.

Rekomendasi:

Daftar barang ruangan (DBR) merupakan sumber informasi sebagai bentuk
dari salah satu pelaksanaan dari pemanfaatan BMN yang ada pada suatu
satker yang dan didalamnya terdapat penanggung jawab barang yang ada
didalam suatu ruangan. Dengan demikian maka semua jenis barang yang ada
dalam suatu ruangan harus tercatat didalam daftar barang ruangan yang telah
ditanda tangani oleh penanggung jawab barang dan kuasa pengguna barang (KPB)
dan segera lakukan pemasangan nama papan ruangan dan dibuatkan DBR.
Kondisi:

Ruang Resepsionis belum ada DBR.

Kriteria:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtangan
BMN

Sebab:

Pengelola BMN tidak konsisten dalam pencatatan aset BMN.

Akibatnya:

Aset aset yang ada tidak dicatat dalam DBR contoh barang sice, finger print dil
Rekomendasi:

Daftar barang ruangan (DBR) merupakan sumber informasi sebagai bentuk
dari salah satu pelaksanaan dari pemanfaatan BMN yang ada pada suatu
satker yang dan didalamnya terdapat penanggung jawab barang yang ada
didalam suatu ruangan. Dengan demikian maka semua jenis barang yang ada
dalam suatu ruangan harus tercatat didalam daftar barang ruangan yang telah
ditanda tangani oleh penanggung jawab barang dan kuasa pengguna barang
(KPB) dan segera lakukan pencatatan aset BMN dalam DBR.

Surat Penunjukkan Barang Milik Negara

Kondisi:

Terdapat jumiah kendaraan dinas roda 4(empat) sebanyak 6 unit dalam laporan
BMN. 5(lima) unit kendaraan telah memiliki surat penunjukkan BMN. 1 (satu) unit
kendaraan belum ada surat kendaraan penunjukkan BMN yaitu merk Timor.
Kriteria:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan
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Pemindahtangan BMN

Sebab:

Menurut pengelola kendaraan bahwa asset kendaraan mobil Timor sedang
melalui proses penghapusan dan sudah sampai ke KPKNL jadi tidak periu
surat penunjukkan BMN.

Akibatnya:

Kendaraan dinas roda 4(empat) merk Timor tidak ada penanggung Jawabnya
Rekomendasi:

Surat penunjukkan BMN segera dibuat sampai aset kendaraan dinas roda 4 (empat)
merk Timor sudah dilaksanakan proses lelang dengan dibuktikan risalah lelang.
Kondisi:

Terdapat jumlah kendaraan dinas roda 2(dua) sebanyak 9 unit pada laporan
BMN. 6(enam) unit kendaraan telah memiliki surat penunjukkan BMN dan
BAST. 3 (tiga) unit kendaraan belum ada surat penunjukkan BMN.

Kriteria:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan
Pemindahtangan BMN

Sebab: ¥

Menurut pengelola kendaraan bahwa asset kendaraan roda 2 sedang melalui
proses penghapusan dan sudah sampai ke KPKNL jadi tidak perlu surat
penunjukkan BMN. -

Akibatnya:

Kendaraan dinas roda 2(dua) berjumiah 3(tiga) unit tidak ada penanggung Jawabnya.
Rekomendasi:

Surat penunjukkan BMN segera dibuat sampai aset kendaraan dinas roda
Z(dua) sudan dilaksanakan proses leiang dengan dibukiikan risalah ielang.
Kondisi:

Terdapat jumiah Laptop 15 unit, Note Book 1 (satu) unit dan Net Book 1 (satu)
unit namun untuk Note Book dengan kode barang 3.10.01.02.003 dan Net
Book dengan kode barang 3.10.01.02.007 belum ada Berita Acara Serah
Terima (BAST) dan Surat penunjukkan BMN

Kriteria:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 fentang Tata Cara Pelaksanaan

Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtangan BMN.
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Sebab:

Atasan langsung belum optimal dalam pengawasan secara periodik terhadap
aset BMN

Akibatnya:

Note Book dan Net Book tidak ada penanggung jawab.

Rekomendasi:

BAST dan Surat penunjukkan BMN segera dibuat sesuai aturan yang ada.
Persediaan

Kondisi:

Barang barang hasil pembelian ATK atau barang persediaan pada umumnya
sudah tercatat dalam aplikasi persediaan atau kebutuhan sehari-hari
perkantoran dan transaksi transaksi lainnya. Namun masih ada menu opname
fisik persediaan belum diinput data opname fisiknya.

Kriteria:

PMK No. 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN dan PERDIRJEN
No. Per-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan

Sebab:

Atasan langsung belum optimal dalam pelaksanaan opname fisik barang persediaan.
Akibatnya:

Barang barang persediaan tidak dapat terpantau jumlah stock barang yang ada.
Rekomendasi:

Agar dilaksanakan opname fisik barang persediaan setiap semester dan
dilaporkan kepada korwil PTA DKI Jakarta;

Kebersihan Kamar Mandi

Kondisi:

Kamar Mandi di ruang sekretariat sudah rapih namun masih belum wangi serta
pencatatan monitoring kebersinan (cek list) dicatat terakhir buian Oktober 2017;
Kriteria:

Standar Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) Pengadilan tingkat pertama
Sebab:

Atasan langsung belum optimal dalam monitoring/pengawasan terhadap
kebersihan dan lingkungan kantor

Akibatnya:

Kamar mandi di ruangan sekretariat tidak dapat dimonitor kebersihannya.
Rekomendasi:

Agar dilaksanakan cek list kebersihan kamar mandi setiap hari kerja.
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5. Perpustakaan
Kondisi:
Ruangan Perpustakaan belum optimal di kelola dengan baik. Sirkulasi udara
kurang baik. Register buku induk perpustakaan sudah ada namun tidak
berada pada tempatnya (ruangan perustakaan), Buku buku yang ada belum
tertata dengan baik ada yang sudah dilabelisasi ada yang belum, tidak adanya
jam layanan dan tidak ada maklumat
Kriteria:
PP No. 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tentang Perpustakaan
Sebab:
Atasan langsung belum optimal dalam monitoring/pengawasan terhadap
pengelolaan perpustakaan.
Akibatnya:
Buku buku perpustakaan kurang terawat karena sirkulasi udara tidak dikelola
dengan baik juga pengelolaan perpustakaan kurang optimal.
Rekomendasi:
Agar dilaksanakan pengawasan pengelolaan perpustakaan sehingga pelayanan
dalam peminjaman buku buku perpustakaan dapat dilayani dengan baik.

6. Sertifikat Tanah
Kondisi:
Sertifikat Tanah Pengadilan Agama Jakarta Pusat sudah an. Pemerintah RI
Cq Mahkamah Agung RI berdasarkan fotocopy yang kami terima dari
Kasubbag Umum dan Keuangan. Namun untuk Sertifikat tanah Aslinya
kasubag Umum dan keuangan tidak mengetahui disimpan dimana. Menurut
informasi dari kasubbag umum dan keuangan juga bahwa untuk pengadaan
tanah ini menggunakan anggaran Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
Kriteria:
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan
Pemindahtangan BMN.
Sebab:
Atasan langsung belum optimal dalam monitoring/pengawasan terhadap
pengelolaan sertifikat tanah Pengadilan Agama Jakarta Pusat
Akibatnya:
Belum diketemukannya Sertifikat Tanah Pengadilan Agama Jakarta Pusat

yang asli.
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Rekomendasi:
Agar dicari solusinya karena sertifikat tanah yang asli harus ada dan disimpan
pada kantor Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Il. Keuangan

1.

Anggaran DIPA

Kondisi:

Belum sesuai jadwal penarikan anggaran terhadap realisasi anggaran
dikaitkan dengan DIPA dan jadwal pelaksanaannya

Kriteria:

Berdasarkan Surat Kepala Kantor KPPN Jakarta VI Nomor S-
009/WPB.12/KP.175/2017 perihal petunjuk teknis langkah-langkah Strategis
Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017

Sebab:

Pengelola Dipa kurang berkoordinasi diantara petugas pengelola dipa.
Akibatnya:

Capaian output tidak sesuai

Rekomendasi:

Dalam hal pelaksanaan anggaran pengelola dipa harus saling berkoordinasi
agar capaian output dapat sesuai dengan rencana penyerapan dan penarikan
dana.

Bukti Belanja

Kondisi:

Bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tahun 2018 kwitansi (bukti
belanja) tidak distempel dan ditanda tangani oleh P2K.

Kriteria :

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/pmk.05/2012.

Sebab:

Tidak adanya koordinasi.

Akibat:

Tidak lengkapnya kelengkapan laporan keuangan.

Rekomendasi:
Kwitansi (bukti belanja) dalam pelaporan harus disahkan dengan tanda
tangan dan stempel.
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BAB Ili
PENUTUP

A. Kesimpulan dan Saran

1

Manajemen Peradilan telah dilaksanakan, namun perlu adanya
perbaikan aan penyempurnaan;

Administrasi perkara, administrasi persidangan dan tehnis yustisial
telah dilaksanakan, akan tetapi perlu perbaikan, dan penyempurnaan
serta perhatian secara serius;

Administrasi umum, baik yang menyangkut kepegawaian, keuangan
dan bagian umum telah dilaksanakan, namun perlu perbaikan dan
penyempurnaan;

Kinerja pelayanan publik perlu mendapat perhatian secara serius,
karena kinerja pelayanan publik merupakan salah satu area yang
mendapat perhatian khusus dari 8 area yang menjadi penilaian
khusus oleh Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Rl dan TIM
Q.A. (Quality Assurance) yang melakukan penilaian RB. di 8 ibu
Kota propinsi yang mewakili Peradilan tingkat banding di Indonesia
pada tanggal 16 s/d 20 April 2012;

B. Rekomendasi

Dari hasil pemeriksaan dan pengawasan Hakim Tinggi pengawas

daerah Pengadilan Agama Jakarta Pusat, merekomendasikan agar
dapat dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1.

Bidang Manajemen Peradilan.

a. Pembuatan program kerja harus melibatkan Para Hakim, Para
Pejabat Struktural dan Fungsional. -

b. Pembutan Program Kerja harus berdasarkan Tupoksi dan mengacu
pada anggaran DIPA tahun berjalan.

2. Bidang administrasi perkara, persidangan dan teknis yustisial.

3. Diperhatikan dengan seksama tentang biaya proses, biaya
proses harus jelas dan rinci ditetapkan oleh Ketua Pengadilan
Agama Jakarta Pusat dengan mengacu pada Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 02 tahun 2009 Pasal 1 ayat (6),
pasal 2 ayat (3) dan pasal 3 ayat (1 dan 2). tentang biaya proses
penyelesaian perkara;

4. Diperhatikan dengan sungguh-sungguh “Standarisasi Formulir
administrasi kepaniteraan Pengadilan Agama tahun 2011 “. yang
telah disahkan oleh TUADA ULDILAG Mahkamah Agung RI
pada tanggal 21 Desember 2011, Untuk dijadikan pedoman
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penyelesaian administrasi perkara di lingkungan Peradilan
Agama Mahkamah Agung RI;

5. Diperhatikan dengan seksama, agar Hukum acara dan minutasi
dilaksanakan dengan baik dan benar;

3. Bidang administrasi Umum.
a. Administrasi urusan kepegawaian:

1. File Pegawai supaya dilengkapi dan disusun secara teratur,
reapi dan runtut sesuai daftar isi;

2. Job Discription supaya ditempelkan di masing-masing meja
pegawai;

b. Administrasi urusan keuangan:

1. Papan struktur organisasi pengelola keuangan DIPA, supaya
ditempelkan pada dinding ruang keuangan;

2. Supaya dibuat papan jadwal rencana pencairan anggaran dan
realisasinya, dan ditempelkan pada dinding ruang keuangan,
untuk bahan controlling bagi Hawasbid, sebagaimana diatur
dalam UU nomor: 14 tahun 2008 Jo KMA nomor: 1-144/2011
tentang keterbukaan informasi di Pengadilan;

€. urusan umum:

1. SOP tata persuratan harus dibuat dengan jelas dan rinci, agar
surat masuk dan surat keluar serta pengarsipanya dapat
dimonitor, dan sewaktu-waktu surat dibutuhkan dapat
diketemukan dengan cepat.

2. Perpustakaan perlu dibenahi, baik dalam penataan ruangan
maupun pengelolaanya;

3. DBR (Daftar Barang Ruangan) perlu diperbaiki, agar DBR
dengan kenyataan barang yang ada diruangan bisa sinkron.

4. Kinerja Pelayanan Publik.
Penataan kinerja pelayanan publik perlu ditingkatkan, agar
pemberian pelayanan kepada masyrakat dapat terlaksana dengan
optimal,

Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengadilan Agama Jakarta Pusat



Demikian hasil pemeriksaan dan pengawasan ini dibuat, untuk menjadi
maklum dan atas perhatianya diucapkan banyak terima kasih.

Jakarta, 18 September 2018
Tim Pemeriksa,

1. Drs. H. Ridwan Hajjaj,MA., S.H., M.H.
Ketua

2.  Drs. Asril Lusa, S.H., M.H.
Anggota

3. Mohamad Khotib, S.H., M.H.
Sekretaris I/Panitera Pengganti

4. Akhmad Fauzy, S.H.
Sekretaris |l/Panitera Pengganti

5. Una Munasir Fatah, S.T., M.M.
Asisten (Kepala Sub. Bagian Rencana

Program dan Anggaran.) C

6. Nengceu Siti Rohimah, S.H.1. U Qvrensmnnmssenensnys sheRTEHSES )
Asisten (Staf Kepala Sub Bagian
Kepegawaian dan IT)

Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengadilan Agama Jakarta Pusat -



Tvumcas,

PENGADILAN TINGG! AGAMA DK! JAKARTA
SURAT TUGAS

(NOMOT | W9-A/ 1430 /FS.01/812U15

Menimbang bzhwa untuk menindaklanjuti Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor
WO-A/884/PS.01/5/2018 perihal Penunjukan Tim Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas
Dasran di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama DKl Jakarta, periu ditunjuk
pejabat/pegawai uniuk melaksanakan tugas dimaksud.
Dasar Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Noror W9-A/884/PS.01/5/2018
tanggai 15 Mei 2018.
MENUGASKAN
Kepada:
A. Tim Pengawas Pengadilan Agama Jakarta Timur
JABATAN DALAM
NO NAMA/NIP PANGKAT/GOL TIM DAN DINAS UNIT KERJA
1 Drs. H. HASANADI BADNI, SH., M.Hum Pembina Utama Ketua PTA Jakarta
NIP. 19520923.197903.1.008 (IVie) (Hakim Utama)
2 | Drs. H. HABIBUDDIN, S.H., M.H. Pembina Utama Anggota PTA Jakarta
NIP. 15561005.198403.1.006 (IV/e) (Hakim Utama)
3 | Hj. SRI PURWANING RAHAYU, SH Penata Tk.I (lll/d) Sekretaris | PTA Jakarta
NIP. 19580727 199403 2 001 (Panitera
i Pengganii) |
4 TIMUR ABIMANYU, S.H., M.H. | Psmbina Tk | {1V/b) Sekretaris Il | PTA Jakariz
NIP. 19600802 158703 1 001 ] (Panitera
i Pengganti} |
i [
5 1 ABDUL HARIS RANGKUTY, SE, MM. Penata { lillc) Asisten
NIP. 19770105 200912 1 001 (Kepala Sub Bag. PTA Jakarta
Tata Usaha dan
Rumah Tangga)
6 | HADI PUTRA, A. Md Pengatur Tk. | (lI/d) Asisten
NIP. 19871028 201101 1 005 (Staf Sub Bag. PTA Jakarta
Keuangan dan :
Pelaporan)
B. Tim Pengawas Pengadilan Agama Jakarta Pusat
JABATAN DALAM
NO NAMA/NIP PANGKAT/GOL TIM DAN DINAS UNIT KERJA
i Drs. H. RIDHWAN HAJJAJ, M.A. Pembina Utama Ketua PTA Jakarta
NIP. 19511010.197803.1.004 (IV/e) (Hakim Utama)
2 | Drs. ASRIL LUSA, S.H., M.H. Pembina Utama Arjggota PTA Jakarta
NIP. 19520405.198803.1.001 Madya ( IV/d ) (Haﬁmdugama
uda




3 | MOHAMAD KHOTIB, SH. MH. Pembina ( IV/a ) Sekretaris | PTA Jakarta
MIP. 19691016 199403 1 002 (Panitera
| Pengganti)
4 | AKHMAD FAUZY, S.H Pembina ( IV/a) Sekre{_aris 1} PTA Jakarta
NIP. 19580212 198603 1 004 (Panitera
Pengganti)
UNA MUNASIR FATAH, ST, MM Penata Tk ( ll/d) ) Asisten PTA Jakarta
5 | NIP. 19721129 200604 1 001 (Kepala Sub
Bagian Rencana
Program dan
i Anggaran) |
g | NENGCEU SITI ROHIMAH, SHI. Penata (M/c) | Asisten PTA Jakarta
NIP. 18820418 200912 2 003 (Staf Sub Bag.
Kepegawaian dan
Th
C. Tim Pengawas Pengadilan Agama Jakarta Utara
JABATAN DALAM
N NAMA/
0] NIP PANGKAT/GOL TIM DAN DINAS UNIT KERJA
1 | Drs. H. LUTFI, S.H., M.H Pembina Utama Ketua PTA Jakarta
NIP. 19580708 198403 1 002 (IV/e) (Hakim Utama)
2 | Dr. H. KOMARI, SH . M. Hum Pembina Utama Anggota PTA Jakarta
NIP. 19511017 197903 1 001 (IVle) (Hakirn Utama)
3 | Drs. H. FAISOL, S.H., M.H. Pembina Utama Anggota PTA Jakaria
NIP. 19580328.198603.1.003 Madya ( IV/d ) (Hakim Utama
Muda)
4 | H. FAUZAN, SH. MH. MM Pembina Tk. 1 (IV/b) Anggota " PTA Jakarta
NIP. 19640705 199203 1 002 (Kepala Bagian
Perencanaan dan
Kepegawaian)
5 | RATU DHIYAFAH, SH Penata Tk.I (Ili/d) Sekretaris | PTA Jakarta
NiP. 19660908 189002 2 004 (Panitera
Pengganti)
6 ELVIRA AMEGIA, M. Kom Penata { {ll/c) Sekretaris 1l PTA Jakarta
NIP. 19811216.200904.2.002 (Kepala Sub Bag. |
{ Kepegawaian dan
Th
7 | ADE IRMA SURYANI, A. Md Penata Muda (lll/a) Asisien PTA Jakarta
NIP. 19620514 200904 2 002 (Staf Sub Bag.
Rencana Program
dan Anggaran)
D. Tim Pengawas Pengadilan Agama Jakarta Selatan
JABATAN DALAM
NO NAMA/NIP PANGKAT/GOL TIM DAN DINAS UNIT KERJA
1 Drs. H. E. ABD. RAHMAN, S.H Pembina Utama Ketua PTA Jakarta
NIP. 19570515.198503.1.002 (IV/ie) (Hakim Utama)
2 | Dr. H. AHMAD FATHONI, SH., M.Hum Pambina Utama Anggota PTA Jakarta.
NIP. 19590303.198403.1.002 (IV/e) (Hakim Utama)
3 | Drs. H. ABD. ROZAK BACHTIAR HR, S.H., M.H. Pembina Utama Anggota PTA Jakarta
NIP. 19520410.198103.1.003 (IVfe) (Hakim Utama)
4 | SUHENDRA, S. Sos, M.M Pembina Tk. I (IV/b ) Anggota PTA Jakarta
NIP. 19620111 199103 1 003 (Kepala Bagian
Umum dan
Keuangan)




5 Hj. NASTITI DEWI, SH Penata Tk.I(1llid) Sekretaris | PTA Jakaria
NIP. 19680814 199303 2 005 (Panitera
Pengganti)
8 | DINA MARISA, S.Kom Penata ( lll/c) Sekretaris Il
NIP. 19830215 200904 2 006 {Staf Sub Bag. PTA Jakaria
Kepagawaian dan
Th
7 | RESTIANA IRWANT, SE Psnata Muda Tk. | Asisten
| NIP. 19870319 200904 2 001 (/b ) (Staf Sub Bag. PTA Jakarta
[ Keuangan dan
: | | | Pelaporan) |
E. Tim Pengawas Pengadilan Agama Jakarta Barat
JABATAN DALAM
P IGKAT/GO! ;
NO NAMA/NIP PANGKAT/GOL TiM DAN DINAS UNIT KERJA
1| Drs. H. PANUSUNAN PULUNGAN, 8H., MH. Pembina Utama Ketua PTA Jakaria
NIP. 19520314.197903.1.003 (IVie) {Hakim Utama)
2 | Drs. H. MUSFIZAL MUSA, SH., M.H Pembina Utama Anggota PTA .lakarta
NIP. 19560819 198303 1 005 (IV/e) (Hakim Utama)
3 | Dra. Hj. SITI ROMLAH HUMAIDY, M.H. Pembi;"\z ‘f‘a“‘a Ha':?‘ngglj’fa PTA Jakarta
NIP. 19560505.198403.2.002 i [akin Litacs)
4 | ANIMAR Penata Tk.I (1l/d) Sekretaris | PTA Jakarta
NIP. 19660422 199203 2 001 (Kepala Sub Bag.
Keuangan dan
Pelaporan)
5 | ABDULLAH, SH. MH. Pembina ( IV/a) Sektretaris |l PTA Jakarta
NIP. 19671117 199203 1 005 (Panitera
Pengganti)
6 | ADAY, S.Ag., MH. H Pernbina ( 1V/a ) Asisten PTA Jakarta
NIP. 19740605 199303 1 Q03 (Panitera
Pengganti)
7 RIZCKY FALLAH ROMADHON N | Pengatur Tk. i (Il/d) Asisten | PTA Jakaria
NIP. 19860543 200604 1 003 1 (Staf Sub Bag. |
i Keuangandan | [
1 ‘ Pelaporan) I _l

Semua biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan surat tugas

Untuk melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan bidang Kepanite
pada hari Selasa s.d Rabu tanggal 4 s.d 5 September 2018 di P
ini dibebankan pada DIPA 04 Pengadilan

Tinggi Agama DKl Jakarta.

Demikian surat tﬁgas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 28 Agustus 2018

KETUA =

raan dan Kesekretariatan
engadilan Agama Se-DKI Jakarta.




Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT
Nomor : W9-A1/2623/HK.05/5/2018

tentang :

PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

o~

Bahwa untuk kelancaran proses berperkara bagi masyarakat
pencari keadilan karena adanya perubahan pola penentuan
biaya perkara, dipandang periu merubah serta menyesuaikan
dengan ketentuan fersebut.

Bahwa penentuan besar panjar biaya perkara tersebut terdiri
dari biaya perkara berupa PNBP meterai dan ongkos perkara
berupa biaya panggilan, pemberitahuan dan penyampaian
salinan putusan.

Bahwa oleh karena adanya penyesuaian farif pos, baik surat
maupun ongkos wesel, maka untuk biaya panggilan diluar
wilayah Jakarta Pusat periu disesuaikan dengan tarif;

Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan
Kehakiman:

Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang perubahan atas
Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

_dan Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan

kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung.

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Jo Undang-undang No. 3
tahun 2006 tentang perubashan atas Undang-undang Nomor 7
tahun 1989 Jo undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang
perubahan kedua Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama.

Pasal 121 (4), 181-182 dan 184 HIR :

Peraturan Pemerintah Nomor 24 fahun 2000 fentang
perubahan tarif bea meterai.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun
2008 fentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara
bukan pajak yang berlaku pada mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang berada dibawahnya.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Repubiik indonesia
Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 fentang
pemberiakuan buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor KMA/080/SK/VIIIf2006 tentang pedoman pelaksanaan
pengawasan di lingkungan lembaga peradilan. _
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02
Tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang biaya proses
penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah
Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya.



Memperhaiikan

Ketiga

Keempat

Tembusan :

10.  Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor: 05/TUADA-
AG/VI/2008 tanggal 4 Juni 2008 fentang Standarisasi Panjar
Biaya Perkara:

Keputusan bersama Kefua Pengadilan Tinggi Jakarta, Kefua
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Ketua Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Jakarta Nomor : W10.U/4886/HK.00/1/2010 Nomor
W9.A/2070/HK.X1/2010 dan Nomor : W2.TUN/4926/HK.00/X1/2010
tanggal 25 Nopember 2010 tentang penyeragaman besaran biaya
pada Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungah Peradilan
Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara untuk
daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT
TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN
AGAMA JAKARTA PUSAT.

Mencabut dan menyatakan fidak beriaku lagi surat keputusan Ketua
Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor : W9-A1/109/Hk.05/1/2018
tanggal 02 Januari 2018

Menetapkan biaya panggilan, penyampaian salinan pufusan dan
pemberitahuan isi putusan diwilayah Pengadilan Agama Jakarta Pusat
sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tanpa radius.

Menetapkan kembali besamya panjar biaya perkara Tingkat Pertama,
Tingkat Banding, Tingkat Kasasi, Peninjauan Kembali dan Panjar
Biaya pemeriksaan setempat, Sita Jaminan/CB, dan Eksekusi
sebagaimana fersebut dalam lampiran surat keputusan inj;

Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal 21 Mei 2018 dengan

ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan
diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
- ;ngada tanggal : 17 Mei 2018

J - % (‘;’r
£ Drs. H. MOCH. SUKKRI, SH., MH
)_NIP: 19600606 198803 1 002

1. Yith. Ketua MARI Cq Ketua Kamar Agama, di Jakarta
2. Yih. Dirjen Badan Peradilan Agama MARI, di Jakarta
3. Yih. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
4. Yih. Ketua Pengadilan Agama se DKI Jakarta



PANJAR BIAYA PERKARA

BERDASARKAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT
Nomor W9-A1/2623/HK.05/5/2018

(tanggal 17 Mei 2018)

6. |PANJAR BIAYA SITA
- Blaya Penetapan site/PNEP Ro__ 25.000
- Redaksi penetapan sita. Rp B00 |
- Meteral penetapan sita Rp 6.000 |
- Blaya pemberitahuan pelaksanaan penyitaan kepada
Pemohon dan Termohon Sita Rp _ 200.000
- Blaya pemberitahuan pelaksanan penyitaan kepada Lurah Rp 100,000
- Blaya Transportasl (Sewa Kendaraan, Bahan Bakar & Sopir) 600.000
- Biaya 2 {dua) oreng saksi @ Rp.100.000 Rp __ 200.000
|- Biaya penyampalan salinan berita acara penyitaan
kepada pemohon dan termohon sita = Rp  200.000
- Biaya penyampaian salinan berita acara 4
kelurahan setempat/BPN/Samsat/Bank/Instansi terkait Rp__ 100.000
ya Tetap : - Blaya Pencatatan sita di BPN/Per Objek Rp 50.000
- Redaksi / Leges Rp_ 5.000 lumish Rp _1.486.000
|- Meterai Ro __ 6.000| | 7. [PANJAR BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT :
-mmmmm Rp 30.000 - Pemberitahuan Kepada Para Pihak Rp 200.000
|- Biaya Proses Rp 75.000 - Pemberitshuan Ke Kelurahan atau Instansi terkait Rp  100.000
|__|Blaya Tidak Tetap : - Biaya Transportasi (Sewa Mobil, bahan bakar & Sopir Rp _ 600.000
mwz:ug 100.000,- Rp___200.000 Jumiah Rp __ 900.000
1= 3 x Rp. 100.000,- Rp 300.000., 8. FPM!IAYAmTANSITA
--mmzxmm Rp  200.000 - Biaya Penetapan pengangkatan sita/PNBP Rp 25.000
| R b Jumiah _ Rp  816.000 - Redaksi penetapan sita Rp 5.000
1B, Permohonan Ceral Talak G T lpac [- 1L .col.”] |- Meterai penetapan sita Rp 6.000
|Puhthn LE T Lo lbar 1. "x*[_m - Blaya pemberitahuan pelaksanaan pengangkatan sita
__|BlayaTetap: o T kepada Pemohon dan Termohon Sita Rp __ 200.000
- Redaksi /Leges [ Rp 5.000 - Biaya pemberitahuan pengangkatan sita kepada Lurah Rp__ 100.000
- Meterai Rp 6.000 - Sewa Kendaraan, Bahan Bakar, dan Sopir Rp___600.000 |
|- Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp___ 30.000 - Biaya 2 (dua) orang saksi @ Rp.100.000 Rp __ 200.000
- Biaya Proses Rp 75.000 - Biaya penyampalan salinan berita acara pengangkatan
7 Tidak Tetap : sita kepada pemohon dan termohon sita Rp
- Panggilan Pemohon 3 x Rp. 100.000,- Rp___300.000 | - Biaya penyampalan salinan berita acara pengangkatan
- Termohon 4 x Rp. 100.000,- Rp  400.000 sita kepada kelurahan setempat/BPN/Samsat dan
- Panggilan Mediasi 2 X Rp. 100.000,- Rp__200.000 instansi terkait Rp__ 100.000
Jumish Rg 1.016.000 - Biaya pencabutan sita di BPN, Samsat atau instans!
; Sederhana Ekonomi Syarish ) Terkait (*) Rp___ 50.000
Perincian Cr T loar 721G ool Jumiah R 14%6.000
|Biaya Tetap : 9. |BIAYA EKSEKUSI
- Redaksi / Leges 2 X Rp. 5.000,~ Rp___ 10.000 - Penetapan anmaning/eksekus! {PNBP) Rg 35000
- Meterai 2 X Rp. 6.000,- Ro __ 12.000 - Redaksi Rp 5000
- Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp 30.000 - Meteral Rp . 6.000]
|- Biaya Prases Rp___75.000 | - Biaya panggllan anmaning untuk Pemohon eksekusi p 3080
MWMmeumm Rp  200.000
Rp 300000 - Biaya Pemberitahuan pelaksanaan Eksekusi kepada Lurah Rp___ 100,000
Rp  400.000 - Biaya pemberitahuan pelaksanaan Eksekusi kepada
Rp  827.000 Pemohon dan Termohon eksekusi Rp __200.000
- Biaya penyampaian salinan berita acara Eksekusi kepada
Rp  200.000 Pemohon dan Termohon Eksekusi @ Rp. 100.000,- Rp  200.000
Rp  300.000 - Biaya penyampaian salinan berita acara Eksekusi ke Lurah 100.000
Rp _ 200.000 - Biaya pencabutan sita kepada BPN/Samsat/Bank/
Rp 5.000 | Instansi terkait Rp __ 100.000
Rp 6.000 - Blaya registrasi pencabutan sita pada kantor BPN/Samsat
Rp 711000 atau Bank/ instansi terkait Rp___50.000
- Transportasi lurah/petugas kelurahan Rp___ 200.000
.-wmmz;mm Rp__ 200.000 - Biaya sewa mobil, bahan bakar dan sopir 600.000
-mmrmmizxommmn,- Rp  200.000 - Biaya 2(dua) orang saksi @Rp. 100.000,- Rp _ 200.000
- Biaya Panggilan Termohon H 2 x @ Rp. 100.000 Rp  200.000 Jumiah 2.086.000
-wmsxmmm- Ro__ 300.000 | [10.[PANIAR BIAYA KONSINYASI ;
Rp 5.000 - Biaya pemberitahuan kepads yang berhak @ Rp. 200.000,- Rp ~ 100.000
Meteral Rp 6__.03; - Redalsi Rp 5.000 |
Jumish Rp__ 911.000 - Meterai R 6.000
Jumiah Rp_ 111000
B ! ]
“t’??&; W P = oef oY . 50 .~
( — E OO0~
- o0s PeT lwr b2yt 0001
frr b laar v 1. 2164 . NON



Rp  50.000
Rp  150.000 Jika masing-masing pihak lebih dari satu orang. maka biaya panggilan disesuaikan
Rp 100.000 dengan jJumlah masing-masing pthak
Rp  100.000 Untuk Panggilan pihak yang berada diluar wiayah Hulum Jakaria Pusat biaya
__|- Biaya Penyampalan Rp  100.000 panggilan sesuai dengan biaya pada PA yang bersangkutan ditambah ongkos kirim
] mem Rp  100.000 sebesar Rp. 75.000,- per panggilan
ﬁﬂwmmm Rp  100.000 Untuk panggilan Gholb/Mass Media biaya panggilan ditambah Rp. 200.000,- untuk
i -MWWMWL 2 x panggilan {sesual dengan tarif yang berlaku pada Mass Media)
dan Terbanding Rp  200.000 - Untuk perkara Ceral Talak, biaya tersebut sudsh termasuk untuk panggiian sidang
- |- Blaya Pemberitahuan Isi Putusan Banding kepada penyakstan ikrar talak
[ | Pembanding dan Terhanding Rp  200.000 Apabila pelaksanaan eksekusi dilakukan secara lelsng maka blaya lelang sesusi
! e Sumiah Rp 1.100.000 dengan ketentuan Kantor Lelang Negara dan biaya pengumuman lelang sesuai
A.'IPM-!M_L dengan tarif mass medla yang bersangkutan
. |- Biaya pendaftaran Permohonan Kasasi/PNBP Rp 50.000 .
mmummm Rp _ 500.000
WMMNW Rp___ 100.000
Memori Kasasi Rp  100.000
mwmmw Rp  100.000 | *
4 whmruhm Rp  100.000
T i smmmumwm
MMTMM Rp  200.000
i ~ jumish Rp _1.250.000
s.lmmg_mmm
- Blaya pendaftaran permohonan PK/PNBP Rp  200.000
- Biaya Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung R Rp 2.500.000
- Biaya Pemberitahuan Pemyataan PK Rp__ 100.000
- Penyerahan Salinan Memari PK Rp  100.000
- Pemberitahuan Kontra PK Rp  100.000
|- Penggandaan dan Pemberkasan PK Rp__ 100.000
__|- Ongkos Pengiriman biaya dan berkas perkara PK Rp _ 100.000
- Pemberitahuan Putusan Rp  200.000
L Sumiah Rp 3.400.000




JI. RAWASARI SELATAN NO. 51 CEMPAKA PUTIH JAKARTA PUSAT 10570
Telp. (021) 4280 2193, 4280 2210, 4280 2315 Fax. (021) 4280 2307
Email: pa.jakartapusat@gmail.com Website: www.pa-jakartapusat.go.id

BERITA ACARA PENUTUPAN KAS

Pada hari ini Rabu, tanggal 05 September 2018, yang bertanda tangan di bawah ini kami
atasan langsung / Pejabat yang ditunjuk berdasarkan pemeriksaan kas yang dilakukannya
pemeriksaan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan ( Surat Penunjukan / Surat Tugas)
Nomor : W9-A/1430/PS.01/8/2018, tanggal 28 Agustus 2018.

- Saldo lalu: © Rp. 336.027.000,-

- Penerimaan . Rp. 24.912.000.- (+)
Jumlah . Rp. 360.939.000.-

- Pengeluaran : Rp. 13.846.000.- (-)
Saldo : Rp.  347.093.000,-

Saldo Kas :

a. Saldo Bank . Rp. 1.302.705.878,-

b. Saldo Uang Tunai : _Rp. 17.312.000.- (+)
Jumlah . Rp. 1.320.017.878,-

Selisih Saldo Menurut Buku dengan Saldo Kas : Rp.  972.924.878.-

Terdiri dari :

c. Uang Eksekusi . Rp. 122.414.000,-

d. Uang Konsinyasi : Rp. 850.511.421.-(+)
Jumlah : Rp. 972.925.421,-

Keterangan Selisih Rp. 543,- Karena Kesulitan Uang Kecil.

Rincian Saldo Uang Tunai :

e. Lembaran 100.000 an 73 lembar : Rp. 7.300.000.-

f. Lembaran 50.000an 200 lembar : Rp. 10.000.000,-

g. Lembaran 5.000an 2 lembar : Rp. 10.000.-

h. Lembaran 2.000an 1 lembar . _Rp. 2.000.- (+)
Jumlah : Rp. 17.312.000,-

-~ Jakarta, 05 September 2018

Yang memeriksa, _' 74 Yﬂngidiperiksa,

@

1./ Drs. H. Ridhwan Hajjaj, M.A : - Pahrurrozi, SH., MH

N

il Lusa, S.H., M.H
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BERITA ACARA KEADAAN KAS
BENDAHARA PENGELUARAN

Pada hari ini, Senin tanggal 4 bulan September tahun 2018, telah dilakukan pemeriksaan
keadaan kas di brankas Bendahara Pengeluaran/BPP dengan hasil sebagai berikut: |

I. Saldo Kas Tunai sesuai pembukuan Bendahara Rp 10.036.000,-
II. Keadaan Kas di Brankas Bendahara : Rp 10.036.000,-
Selisih Rp 0,-
Sesuai keterangan Bendahara, keadaan kas sebagaimana angka II terdiri atas:
1. Uang Persediaan (UP) Rp 10.036.000,-
2. Uang LS Bendahara Rp -
3. Uang Pajak Rp -
4. Uang lain-lain Rp -

III. Uang lain-lain sebagaimana angka II.4. terdiri atas:

Ci  cirsssirsarenivaesa

IV. Penjelasan jumlah Uang Persediaan (UP) dalam brankas lebih dari Rp. 20.000.000,-
Karena efisiensi waktu, sehingga uang persediaan diambil seluruhnya.

Dengan dibuatnya Berita Acara ini, KPA atau PPK atas nama KPA bertanggung jawab
apabila terjadi kehilangan atau kerugian yang terjadi atas keadaan kas Bendahara
Pengeluaran/BPP dimaksud. '

Jakarta, 4 September 2018
Yang Diperiksa, Yang Memeriksa,
Bendahara Pengeluaran 1.

Achmad F A.Md. Drs. H. Ridhwan Hajiai. MLA.
NIP. 198611092009041002 * NIP. 195110101976031004
Mengetahui,
an.Kuasa Pengguna Anggaran, 2
Pejabat Pembuat Komitmen G

ol e
Yg!;wmﬁamg, SE. Nengceu Siti Rohimah, SHI

NIP. 198307222009042007 NIP. 198204182009122003



PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas
Nama Penutup Kas (Pemeriksa Kas)

: 4 September 2018
: 1. Drs. H. Ridhwan Hajjaj, M.A.

2. Nengceu Siti Rohimah, SHI.

Tanggal Penutupan Kas yang lalu : 31 September 2018
Jumlah Total Penerimaan : Rp. 10.306.000,-
Jumlah Total Pengeiuaran : Rp. - -
Saldo Buku (A) : Rp. 10.306.000,-
SaldoKas (B) : Rp. 10.306.000,-
Terdiri dari ( PerincianB ) :
5. Uang Kertas Rp. 100.000,- 88 Lembar = Rp. 8.800.000,-
Uang Kertas Rp. 50.000,- 22 lembar = Rp. 1.100.000,-
Uang Kertas Rp. 20.000,- - Lembar = Rp. -
Uang Kertas Rp. 10.000,- 7 Lembar = Rp.  70.000,-
Uang Kertas Rp.  5.000,- 11 Lembar = Rp.  55.000,-
Uang Kertas Rp.  2.000,- 5 Lembar = Rp.  10.000,-
Uang Kertas Rp.  1.000,- 1 Lembar = Rp. 1.000,-
Uang Kertas Rp.  500,- - Lembar = Rp. -
Uang Kertas Rp. 100,- - Lembar = Rp. - - +
) Rp. 10.036.000,-
6. Uang Logam Rp. 1.000,- - Keping = Rp. -
Uang Logam Rp. 500,- - Keping = Rp. =
Uang Logam Rp. 200,- - Keping = Rp. -
Uang Logam Rp. 100,- - Keping = Rp. - +
Rp. -
7. Materai Rp. 6.000,- - Lembar = Rp. -
Materai Rp. 3.000,- - Lembar = Rp. - +
Rp. -
8. Saldo Bank Rp. -
JUMLAH Rp. 10.036.000,-
Perbedaan Saido { A-B) . Rp.
Penjelasan Perbedaan : -
Jakarta, 4 September 2015
Pemeriksa

Bendahara Pengelraran

NIP. 198611092009041002

Atasan langsung Bendaharawan
an. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

z
NIP. 198307222009042007

S s

. Drs. H. Ridwan Hajjaj, M.A.
NIP. 195110101976031004

&

2. Nengceu Siti Rohima I.
NIP. 198204182009122003



